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L.1. Latar Belakang Masalah
Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan

hunan 14,43%, angka
n rupish. Peningkatan

tetapi, kesejahteraan tersebut termyata belum mampu dinikmati oleh selurub
rakyat Indonesia karena adanya ketimpangan pendapatan yang masih terjadi di
Indonesiz hingga saat in. BPS juga mencatat bahwa rasio gini di Indonesia masih
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun meski cenderung menurun.
Pengurangan ketimpangan menjadi salah satu fokus yang ingin digapai



oleh seluruh negara di dunia. Ketimpangan pendapatan merupakan perbandingan
pendapatan yang relatif antars warga negara berpendapatan tinggi dengan
berpendapatan rendah. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadi pada
semua negara maju dan negara berkembang (Pradana, 2018). Berikut adalah
grafik ketimpangan pendapatan seluruh provinsi
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rata-rata nasional sebesar .38, Gambar 1.1 di atas menunjukan bahwa 8 provinsi
yang memiliki ketimpangan pendapatan diatas rata-rata nasional pada tahun 2016
hingga tahun 2020 yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 043, Provinsi
Gorontalo sebesar 0.41. Provinsi Jawa Barat sebesar 0,40, Provinsi DKI Jakarta

sebesar 0,39, Provinsi Papua sebesar 039, Provinsi Sulawesi Selatan dan




Sulawesi Tenggara sebesar 0,39, dan terakhir Provinsi Papua Barat sebesar 0,38,
Kemudian sisanya sebanyak 26 Provinsi di Indonesia tercatat memiliki tingkat
ketimpangan pendapatan dibawah rata-rata nasional, artinya 26 provinsi tersebut
memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal tersebut tidak bisa terlepas
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Selain jumiah penduduk, tingkat pendidikan juga mempunyai peranan
dalam menentukan tingkat upah yang berkontribusi cukup besar terhadup
distribusi pendapatan (Nadya dan Syafri, 2019). Berikut adalah grafik rata-rata




tingkat pendidikan menurut rata-rata lama sekolah tahum 2016 — 2020:

.”

Menengah Atas (SMA) afa Sekolsh Menengah Kejuruan (SMK). Provinsi
dengan rata-rata sekolah terendah diantara 8 provinsi distas adalah Provinsi

Papua yaitu sekitar 6.5 tahun dalam waktu 5 tahun terakhir. Artinya bahwa
pendidikan terakhir rata-rats penduduk Provinsi Papua adalah Sekolah Dasar
(SD), hal tersebut disebabkan oleh akses untuk memperoleh pendidikan yang
sulit dan tuntutan ekonomi masyakarat Papua.



Kemudian yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan selain jumiah
penduduk dan tingkat pendidikan adalah wpah minimum regional. Upah
Minmum Regional juga mempunysi peranan penting untuk mengurangi
ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan penelitian Anshari, Dkk
(2018) menyatakan bahwa upah minigiim_memiliki pengaruh negatif dan

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa upah minimum regional di
Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukan adanya peningkatan setiap
tahunnya. Provinsi DK Jakarta menjadi provinsi dengan rata-rata upah tertinggi
diantars & provinsi tersebut yaitu sebesar 4.2 juta rupiah padn tahun 2020.
Sedangkan provinsi dengan rata-rata upah rendah yaitu provinsi DI Yogyakarta



sehesar 1,7 juta mupiah pada tahun 2020. Akibatnya Provinsi DI Yogyakarta
mengalami ketimpangan pendapatan tertinggl nomor satu di Indonesia karena
rata-rata upah minimum DI Yogwvakarta relatif rendah yang mempengaruhi
ketimpangan pendapatan.
Tabel hasil analisis rata-rata ketimpéifigan pendapatan, jumlah penduduk.
tingkat pendidikan dan UMR pada 8 provinsi di Indonesia sebagai berikut:
Tabel 1.1 Hasll Analisis Rata-rata Ketimpangin Pendapatan, Jumlah

Fenduduk, Tingkat Pendidikan dan UMR Pada 8 Proviasidl Indonesia
Pada Tabun 2010 — 2020

—Provins: KP [ P TP ~_UMR
DI Vogyakartia | 093 | 3802234 jiwa 1 |93 tahun |Rp 1.480.995
Gorontalo 041 | LI75.052 jiwa 7.5 tahun | Rp2,256.932

Jawa Barat 040 | 48.670.729 fiwa EXthun | Rp 1.551.212

DKI Jakarta 039 | 10453427 jiwa__ | 11 tahtm 3664221
Papua. 0,30 [3321.98] jiwa 6.5 tahun | Rp 2971249

Sulawest 030 |874%252jiwa  |% thun | Rpn2.659.515
| Sclatan -
Sulawes) o 0,39 | 2653475 jiwa £.6tahun | Rp 2086712
Tenogara

Papua Barit 038 | 037556 jiwa T3 tahun | Rp 2643 120

Sumber: BPS Indonesia. 2020

Berdasarkan pembahasan. diatas, babwa hubungan jumlah penduduk.
tingkat pendidikan don upah mimimum regionsl dapat mempengaruhi tingkat
ketimpangan pendapatan, sehingea  diperlukan adanys upaya mengatasi
ketimpangan pendapumﬂhhkmﬁu.pm}h ingin melakukan penelitian
lebih datam tentang ketimpangan pendapaton dengan penelitian skipsi berjudul
Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum
Regional Terhadap Ketimpangan Pendapatsn Di Indonesia. Variabel vang
digunakan dalam penelitian diantaranya variabel Dependen (Y) mempakan

Ketimpangan Pendapatan. Sedongkan wvariabel Independen (X) diantaranya



Jumlah Penduduk (X1), Tingkat Pendidikan (X2) dan Upah Minimum Regional
(X3).

pendapatan pada 8 provinsi i Indonesia?



1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diatss, maka tujuan dan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk
b. Untuk memgetahui dae - sis pengaruh tingkat pendidikan
ap } ! $i.di Indonesia.

1 pad 8 provinsi di Indonesia.

I Menganaisis  penganiy M

WL !n.lll. [l i

Pehcon bt pench yai schatas saleh i
‘Sarjana di Universitas Amikom Yogyaka

pendapaton pada § provins & Indonesia.
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi
bagi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang
sedang terjadi di Indonesia khususnya 8 provinsi yang memiliki
ketimpangan pendapatan diatas rata-rata nasional.



c. Bagi Akademisi
Dxan
- ini diharapkan dapat memberikan manfaat

mnhnsu“wwupmdiﬁselﬂnfummmhﬂlmmm

pengetahuan don menambah wowssan, = .
ilm
wa khususnya di bidan :
o ilmu
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b. Bab 1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini meliputi landasan teori yang berisi tentang
pembahasanpengertian pendapatan asli daerah, tenaga kerja, belanja
pemerintah. kemudian berisi telaah penelitian yang berisi tentang
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